BUPATI BELU
PRIOVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun
Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daecrah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856); g
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20i4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1i4 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 sebagaimana telah diubah

dengan DPcraturan Mcenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2024

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten

Belu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Belu Tahun 2024 Nomor 07);

8. Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 57);

~]

MEMUTUSKAIN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI

DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal i

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Belu.

Bupati adalah Bupati Belu.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal wusul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pecmcrintah Dcsa adalah Kcpala Desa atau yang discbut dcngan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis. 2,
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- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah paling sedikit 10%
(sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi
khusus.

9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap
Desa.

10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis setiap Desa..

. Indeks Kesuilitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah
angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan
variabel Kketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan
komunikasi.

12. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang
ditetapkan.

15. Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut
BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan
program jaminan kesehatan.

16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
,peserta memperoleh manfiaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setlap
orang yang telah membayar ijuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan
keschatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten.

17. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar iuran
jaminan kesehatan.

18. Pemberi kerja adalah Pemerintah daerah kabupaten.

19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

20. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk

uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayar melalui
suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/atau

jasa yang telah atau dilakukan.

[y
[y

Pasal 2
(1) ADD untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan :
a. alokasi dasar; dan ’?..

b. alokasi formula.
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(1)

(2)
@3

(1)

(2)

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan secara
Proporsional sesuai jumlah penduduk sctiap desa dengan ketentuan :

a. Jumlah penduduk 1-3.000 : Rp. 695.041.000,-

b. Jumlah penduduk 3.001 - 6.000 : Rp. 783.042,000,-

c. Jumlah penduduk 6.001 - 9.000 : Rp. 873.043.000,-

d. Jumlah penduduk 9.000 - 10.000 : Rp. 885.041.000,-

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alokasi
yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot sebagai
berikut:

a. 10% (sepuluh per seratus) untukjumlah penduduk desa;

b. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa;

c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah desa; dan

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Jumlah penduduk, Angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing ditunjukan oleh miskin
desa dan IKG desa.

BAB II
TUJUAN, SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

ADD bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan
partisipasi, kescjahtecraan scerta pelayanan masyarakat desa melalui

pembangunan dalam skala desa.

ADD bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Alokasi ADD adalah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana
perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana

lokasi Khusus.

BAB III
RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Penetapan ADD untuk tiap desa dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
wW=(0,10 x Z1) + (0,50 x Z2) + (0,15 x Z3) +(0,25 x Z4)

Keterangan :
W = ADD setiap desa yang dihitung berdasarkan klaster jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan

geografis setiap desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa.
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total

penduduk miskin desa.
Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa.

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa.

Penetapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran Peraturan Bupati ini. 2
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BABIV
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal5

Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan secara bertahap ke Rekening Kas
Desa.

Penyaluran ADD  kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

a. tahapI : paling banyak 70 % dari jumlah total ADD; dan

b. tahap I  : paling sedikit 30 % darijumlah total ADD.

Persyaratan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
disampaikan kepala desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa setelah mendapat rekomendasi dari
Camat, dengan ketentuan

a. tahapl
1. surat permohonan penyaluran ADD dari kepala desa;
2. rekomendasi camat atas laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan
kegiatan tahun anggaran sebelumnya;
3. peraturan desa tentang RPJM Desa dan Peraturan Desa tentang RKP
Desa;
peraturan desa tentang APB Desa;
peraturan desa tentang pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran
sebelumnya;
rencana penggunaan dana;
surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan dana tahun
anggaran sebelumnya dari kepala desa bermeterai cukup;
rekomendasi atas produk hukum desa dari Bagian hukum Sekretariat
Daerah Belu;
berita acara pemeriksaan kas tahun anggaran sebelumnya dari
Inspektorat Daerah Kabupaten Belu;
10. keputusan kepala desa tentang penetapan pelaksana pengeiola
keuangan desa tahun anggaran berkenaan;
11. foto kopi surat keputusan Bupati tentang pengangkatan kepala
desa/penjabat kepala desa.
12. surat pengantar dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa ditujukan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah terhadap kelengkapan dok umen penyaluran;

b. tahap II berupa :

1. surat permohonan penyaluran ADD dari kepala desa;

2. rekomendasi camat terhadap kesesuaian antara rencana pengunaan
dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahap sebelumnya;

3. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahap sebelumnya;

4. rencana penggunaan keuangan desa;

5. foto kopi surat keputusan Bupati tentang pengangkatan kepala
desa/ penjabat kepala desa;

6. keputusan kepala desa tentang penectapan pelaksana pengelola
keuangan desa tahun anggaran berkenaan.

7. surat pengantar dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa ditujukan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah terhadap kelengkapan dokumen penyaluran; &

.\’.0‘ b
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(4) ADD digunakan untuk :

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja
Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan Desa,
pemberdayaan masyarakat Desa; dan pembayaran jaminan sosial kesehatan
kepala desa dan perangkat desa; dan

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja
Desa digunakan untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional Pemerintah Desa;

3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

(5) Pembayaran jaminan sosial kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibayarkan sebesar 5% (lima
persen) dari gaji atau upah perbulan, dengan ketentuan:

a. 4% (empat persen) dibay/arkan oleh pemberi kerja yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. 1% (satu persen) dibayarkan oleh peserta yang dianggarkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(6) Pembayaran jaminan sosial kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
dilakukan melalui pemotongan langsung oleh BUD saat penyaluran ADD dari
RKUD ke RKD masing-masing desa yang dihitung berdasarkan jumlah rencana
kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat
desa.

(7) Hasil pemotongan langsung iuran jaminan sosial kesehatan Kepala Desa dan
Perangk at Desa sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
oleh BUD disetorkan langsung ke rekening BPJS sebagai iuran jaminan
kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

{8) Iuran Jaminan kesehatan hasil pemotongan ADD oleh BUD sebesar 1% (satu
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat {6) menjadi bagian dari pagu ADD
setiap desa.

BABV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1) Pertanggungjawaban ADD  terintegrasi dengan  pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan pemerintah Desa.

(2) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui
perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD.

(3) Bentuk pelaporan Pemerintah Desa terhadap kegiatan-kegiatan dalam APB
Desa yang dibiayai dari ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan
penyerapan dana penggunaan ADD yang terdiri d ari:

a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana
ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, yang memuat realisasi
penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD; dan

b. laporan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bagian
dari laporan semester dan Laporan akhir penggunaan ADD. &
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(4) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala
desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Belu dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa scrta camat.

(5) Surat Pertanggungjawaban Pclaksanaan APB Desa termasuk ADD
diadministrasikan oleh Kaur Keuangan Desa sesuai ketentuan dan sebagai
bahan evaluasi oleh Inspektorat dan/atau lembaga pengawas fungsional
lainnya.

Pasal 7

(1) Dalam hal pada penutupan buku kas umum akhir tahun anggaran terdapat
sisa dana, maka sisa dana tersebut dialihkan penggunaannya ke tahun
anggaran berikutnya.

(2) ADD yang masih berada di rekening kas umum dacrah dan belum disalurkan
ke rekening kas desa pada tahun anggaran sebelumnya tetap menjadi hak desa
dan akan diakumulasikan ke pagu ADD desa yang bersangkutan pada tahun
anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI

Pasal 8

(1) Dalam hal pemerintah desa tidak menyampaikan laporan realisasi
penggunaan ADD atau laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati
dikenai sanksi penundaan penyaluran ADD.

(2) Pengelolaan ADD yang tidak sesuai ketentuan dikenakan sanksi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD secara teknis dilaksanakan
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kepala Badan
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Camat.

(2) BPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang
APB Desa.

(3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Belu dan aparat
pengawas fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belu Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 01), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

(]
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Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 7 Januari 2025

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 7 Januari 2025

ARIS DAERAH KABUPATEN BELU,/
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LAMPIRAN PERATURAN BUPAT! BELU
NOMOR - 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 7 JANUARI 2025 =
ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BELU YANG BERSUMBER DARI APBD
KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025
o Alokasl Formula
== Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Luas Wilayah IKG
No. | Kecamatan Nama Desa Alokasi Dasar_ Rasio Jumian | Rasio Rasio Indeks R [Pags:Aloknstiacie; o
— Jumlsh Bobot Pendu - Jumlah Bobot Luas Luas Bobot Kesulitan Indeks B Total Bobot Alokast Formula per-Desa
— —{—Penduduk Audik duk Miskin | PEndu-duk Wilayah | o Geografis || Kewilitan
[Peny Miskin Hayals Geografis
(4] 2 3) (6) (7) (8) %) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 | 5, 1’;3_;. 15 18) | (19p= 4418
1_|Lamab Kewar 0.01 0.0011 985 0.012]  0.006 24| 0.019 0.003 39 0013 o 0013 84,270,172 770,933,300
Fulur 0.016] 0.0016 1308 0.016] 0.008 15| 0.012 0.302 49 0.0i6] Onng 0015 98,486,575 795,334,900
Duarato 0.00 0.0003 271 0.003| 0.002 4] 0.003 Oia 52 O%17]  Uoo4 0.007 43,223,742 737,763,600
Malir 0.01 0.0012 110 0.013] 0.007 15| 0.012 0.00 53 0.-18] 0004 0.014 90.301,771 789,651,800
Lamalksanulu 0.009] _ 0.0009 783 0.009]  0.005 10[  0.008 0.001 36 0.0 o 0.010) 63,173,100 758,903,900
Dirun 0.018] _ 0.0018 1472 0.018] 0.009 16| 0.013 0.002] 2 EOTT_g%o%F 0.015) J7 A57.212 796,666,400
Leowaiu 0.005| _0.0005 465 0.006] 0.003 6] 0.005 0.001 56 0.019] _ 0.005 0.009) 55,789,959 | 747,082,200
Maudemu 0.011] 0.0011 1076 0.013|  0.007 18] 0.015 0.002 44 0015 0004 0.013 86,066,257 | 780,661,300
0.004| 0.0004 342 0.004| 0.002 0.007 0.001 53 0.018 .004 0.008 50,973,974 744,707,300
7,802 117 414 670,135,761 6,921,704,700
2 |Tasifeto imur | Siawan 0.030] _0.0030 2492 0.030]  0.015 31| 0.025 0.004 25 0.008| __ 0.002 0.023 153,222,359 940,503 200
Tulaladi 0.009| 0.0009 815 0.010[ 0.005 16| 0.013 E 39 _o.ﬁjo‘ooa 0.011 70,556,030 761,127,000
Sadi 0.013]  0.0013 1130 0.014] 0.007 19| 0.015 ) 27 0.9% 0.002 U013} 81,035,168 773,666,300
Umaklaran 0.014] 0.0014 1328 0.016] 0.008 14] 0.011 O 49 0.716] 0.004 AR 97.435.131 796,221,500
Manieten 0.061] 0.006 4835 0.059] 0.029 37| 0.030 0.——= 32 0.017[__0.003 0.0437 223,088 543 __1.090378350
Faruba'a 0.011] 0.001 1040 0.013 0.006 35| 0.028 D2 42 00141 0.003 0015 96,943,192 789,441,700
Defala 0.013] 0.001 1140 0.014] 0.007 20| 0.016 9502 40 0.01°7T 0.003 0.074 83543 295 731,666,000
[Takirin 0.008] 0.0008 686 0.008] 0.004 10] 0.008 0501 52 0.017] 0.004 0.019 66.822,169 757,826,000
Bauho 0.006]  0.0006 451 0.005| 0.003 15|  0.012 0.002 45 0.0 0.004 0.0¢% 56,559,583 730,503.100
Sarabau 0.006| 0.0006 581 0.007| 0.004 7| 0.006 U001 52 0.017[_0.004 0.000 59323403 750,330,700
Tialai 0.006] _0.0006 429 0.005] 0.003 3] 0.002 0.000 43 0.014] 0.004 0.007 45,468,975 739.532,200
Halimodok 0.010] 0.0010 928 0.011] 0.006 5| _0.004 0.001 55 0.018] _ 0.005 0.012 75,490,364 | 768,306,900
15,855 212 501 1,114,934.67¢ | 9.,699,702,950
== 1
3 |Rathat Asumanu 695,043,000~ 2302 0.016] 0.0016 1163 0.014] 0.007 24| 0.019 0.003] 46 0.0151  0.004 0.015 53,040,830 | 793,081,850
Tohe 695,041,000 |~ 6325 0.043| 0.0043 3960 0.048] 0.024 7| _0.014 0.002] 37 0.012] 0.003 0.033 213,433.950 890,555,100
Maumutin 695,041:000-{— 3414 0.023] 0.0023 2099 0.025] 0.013 5| 0.012 (X 45 0.015] _ 0.004 Ty 131,542,395 | 832,042,000
Raifatus 695,04 1019 0.007|_0.0007 589 0.007| 0.004 9] 0.007 00T 34 D0y U003 ~008 52234.008 | 747,078,400
Aitoun 695,041,000 ~ 1804 0.012] 0.0012 973 0.012] 0.006 10| 0.008 0.001 48 00T 0.004 0012 78,601,771 | 773,266,900
Tohe Leten 695,041,000 —~ 861 0.006]  0.0006 445 0.005] 0.003 16| 0013 0.002 5 0.017] _ 0.004 0.005 60,437,371 | 752,633.000
4,1 — 18,728 9,229 91 261 634,430,445 | 4,788,657,250
=y - |
4| Tasifeto Barat__| Tukuneno 783,04 - 4797 0.032] 0.0032 2649 0.032] 0.016 16| 0.013 0.002 45 0.015] _ 0.004 0.023 159,552,029 | 954,141,000
Nackasa 73,043,000~ 7291 0.049]0.0049 2029 0.025| 0.012 56| 0.045 0.007 24 0.008]— 0.002 0.026 166,397,789 | 1,048,254,500
Lookeu 595,04 0-{— 701 0.005| 0.0005 271 0.003[  0.002 26| 0.021 0.003] 43 0.9 0.06% 0.009] 56.556.569 752,774,800
Deroid, 695,04 1~ 1904 0.013] 0.001 882 0.011] 0.005 23] 0.019 0-003 46 0515] __ 0.009] 0.013] 84,664,157 783,536,500
Bakustulama 783,042,000 | 3829 0.026] 0.0026 1473 0.018]  0.009 29| 0.024 U.004 30 00 o 0002 0.018] 112,058,243 901,498,800
Rinbesihat 695,041 —— 2477 0.017| 0.0017 1104 0.013|  0.007 10]  0.008 0,001 41 0.-4] 0003 0.013 82,963,455 782,800,100
Naitimu 783,04 5049 0.034] 0.0034 1685 0.020] 0.010 10| 0.008 0.001 13 0. 0.001 0.016 101,737,510 892,099,000
Lawalutolus 695,04 3= 429 0.010] 0.0010 778 0.009] 0.005 24| 0.019 0.003 46 0.015] __0.00% 0.012 79,362,538 777,783,000
- 27,477 10,871 194 288 B3, 380, 300 6,893,887,700
F_tuketi 695,04 f— 2615 0.018] 0.0018 1575 0.019]  0.010 55| 0.045]  0.007 32 0.01 0.003 0.021 132,058.667 832,047,000
5 [Kakuluk Mesak |marerss 7830 — 4959 0.034] 0.0034 3169 0.038] 0.019 18] 0015 0.002 25 0.008|__ 0.002 0.027 171,376,797 954,408,700
Jenilu 783,042,000 |~ 325 0.022] 0.0022 1263 0.015] 0.008 21] 0017 0.003) 27 0.009] _ 0.002 0.015 93,610,608 872,624,900
Kenebibi 783,042,000-{— 361 0.024] 0.0024 2197 0.027] 0.01 21|  0.017 0.003 45 0.01 -004 0.022 140,889,781 932,528,200 |
Leosama 695,04 1 147 0.010] 0.0010 862 0.010] 0.005 39| 0.032 0.005! 39 0.01 0003 0.014 90,799.310 786,958,700
Kabuna 873,04 1-— 703 0.048] 0.0048 3337 0.040[  0.020 39| 0.032 0.005 28 0.009  0.002 0.032 204,788,146 1.066.:}300
~4,612,28 1 22,964 12,403 193 : 196 833,523,309 5,444,633,800
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(] 2 13 L] (s) (] @ @) 2 10) (137] (12) (13) fr4) (15 1 i1} 17 (18) (19)
Bl (S L fASDoCE KalmHis 695,041,000 1967 0.013] 0.0013 1264 0015] 02— 28] 0023 0.003 49 0016] 00" 0016 105,205,471 797,428,500
RENTUG 6950%), 1736 5012] _ 0.0012 1245 5015|0008 26] 0021 0.003 9 0.020] 000 “0017 107,213,653 | RO 743,300 |
Oua Komn 01 g — ; - e . T {93300
e £05:041,000 1516 .010] _0.0010 1029 o9 Do 12| _0010[ __0.001 i 0017] 0904 201} 82,760,709 | 779,042,300
P u 712:042,000 3129 0,021 _ 0.0021 1910 0.023] © ﬂ 14 o1l 0.002 38 Uals| o004 0019 122,215 473 ©01,199,000
695,000 2073 0.014] 00014 1204 0015 0 | 5 004 0.001 52 9p13] 0003 0012 79,603,118 774,191,700
Farunika e =-4.i_000 1425 0018 0.0010] 877 0.021] 0005 24, 019 0.003 = 0021 0.005) o0l4) . 91657367 | 792,746,500
Leunioby 283,000 3045/ 0.021] _0.0021 161600 010 36| 0029 0004 3 o013 0.003] K1) S PR FFALTY 907,165,400
Teun 695, 1,000 2475 0.007]  0.0017 1629 0020 00l 20| 0016 0.002) . .01 0003 8017{ ___ 108941535 799,177,000
Tasain 695,041,000 1711 0.0i2] 00012 1174 0.01a]__ 0,007 20|  0.016 0.002 ==F, 01 0.004 _OHis|___ 93335317 782,015,000
%,431,373,000 19,077 11,948 | 185 4 Baro) 915,345,118 7.341,058,700
7 _|lasiolat Lasivlat 695,041,000 866] 0.0006 0.001 3 0014|0004 Q008 ___ S3aEzsan| 16,885,400
Maneikun 695.7%1,000 1051 .007]_ © 5007) 0.001| 52 0.017 00810l 64 B3 074 179,500
Lakanmay 695,041,000 1027 007 0-(% 0.001 58| 0015 ai 73017370 6,695.400
695, 1,000 928 -006] 00006 U001 4 00T 003 603711711 756,443.000
Dualasi 695,04 11000 1106 0.007 o.—"lom-/ 0,001 38, 0Vl Lise 54768135 | —- 748,972,100
[Farubsiu 695,041,000 2095 0.014] 0.0014 0.001 o2'3 U.003 03] BS 101,045 |- 775,554,000
| Pt 59&04 000 682 0.005]  0.0008] 0.001 as| 0o1S 093 52,159.665 |~ 743,963,800
4,865 287,000 7,749 TS 441,893 - 5,293,893,200 |
g |Lamaknen Ekin 9%, 041 000 1048 0.007] _ 0.0007 722 0.009 _0.010 65,533,193 | 768,306,800
Selatan Loonuna 55,031 000 nm*—mmtm 1 0.014 a0i6|___ 105033510 |- 805,099.200
Muaian 95,931 000 1069 0.007] __ 0.000 3BT 0.008 0.0 59,385 504 754 586 500
Lakmaras 95, 1,000 1263 0.999"5.0009 ) C.011 0012} ___ 76625263 773,737 600
Henes "971.‘,”1.000 67S 0 005’ 0.0005 = 0. X (g Ud4) _____ 53.153.888 749,649 200
Debululik 89= 541,000 462 D 0.0010] [ 0.0T R 0013l 944755913 791,869,000
aal Futubersl 695 3,000 105 0907 0.0007 Zoql © " 2] S 0nioj____ 67,067,937 765,304 800
Lutha Rato 693,041,000 158 0.008|  0.0008 763 6.009]  0.005 15 0012 0.005 0012 75,374,183 770,326 600
5,560,328 000 9,336 6,563 110 RPN 596,643,393 6,178,979,700 |
o |Nanset Duabesi p2ubesi 95,041,000 154 0010 0.0010 811 0.610]  0.005 24[ 0oLy 0.003 51 Go17) _ 0.00% 0013 B3774 416" 786,987,700
Nanaet 595,041,000 35 0.009] c.0009 852 anig] 0005 13] 0.0 0.002 S0, o17| O, 75,333.335 778.018.000
Fohor ka 595,04 1,000 46! 0.0:0/ ©.0010] 778 [T LS 13 gl 0.002) 40 013 0.003) ) 67,773367 ] 775,837,000
Nanaenoe 695,041,000 01 0.007| 0.0007 6532 n@'_&W 13 ookl 0.002] 56| o1w 0.005] ___ 6R6ENINS | - 771,354,200
2,780,164,000 5,373 3,073 63 197 ] _ 295,652,584 3,112,196,900
Total 49,283,844,000 146,492 1007 | 1t 82,544 1000 | 80k 1,231 | 1.L00 15% 3,014 1.000 | 25% 100% .4-2.36819111!“ 55,673,714,900
e
| Koatrol Fenghitungun Bstigt
[Pagi ADD Kabupaten Belu $5,673,714,900 [P %)
|Pagys _Alokasi Dasar 49,283 844,000 JPM 50%)
I Alokasi Formula 6,345911,519 LW 5%
Jumlah Desa 659 8,47 5%
.1, mlah Penduduk Desa_Kshupaten Belu 146,492
qulnh Penduduk hidak Mamou 82,543
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